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KEPALA CAMAT RUMBIA

Bah v anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan mahkluk
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib di lindungi dan dijaga kehormatan,
martabak dan harga dirinya s>cara wajar, proposional, baik secara hukum,
ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa niembedakan suku, agama, ras

dan golongan;

. Bahwa pemerintah kabupaten jeneponto menjamin dan memberikan

perlindunazn kepada anak khususnya dalam pemenuhan hak- haknya

sebagai anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berprestasi:

Bahwa hak partisipasi adalah merupakan salah satu wujud pemenuhanhak
anak yang n.emerlukan wadah guna mendegarkan dan meyuarakan
pandangan dan harapan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematanganya;
Bahwa berdasarkan pertimbai.gan sebagaimana yang dimaksud pada huruf

ahuruf b. dan huruf ¢, perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Wilayah

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

Undang-undang Republik Indenesai Nomor 29 Tahun 1949 tentang
pembentukan  Daerah-daerah 1l di Sulawe.i (Lembaga Negara Repuplik
Indonesia Tahun 1939 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repuplik
Indone~ia Nomor 1822);

Undang-undang Republik Indonesia Nomwor 4 Tahun 1979 tentang
kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 32. Tamrbahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 314°):
Undang-undang Nomcr 5 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran
Negara Republik Inconesai Tahun 1997 Nomor 3, Timbahan Lembaran
Negara Republik indones’a Nomor 3668);
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Undang-undang Republik indonesia Nomor %9 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

165, Tambahan Lemba,an Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Udang-undang Republik Irdonesianoor | tahun 2000 tentang pengesahan [LO
convention concerning the prohibition and immendiabe action for the
elirnination of the woist form of the child lobc ur (konvensi ILO nomor 182

nengenal pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk bentuk
pekerjaan terburik untuk anak. Lembaran negara repubolik indonesia tahun
2000 nomor 30, tambahzn lembaran negara republik indonesia nomor 3941 );
Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan
anak flembaran negara republik indonesia tahun 2002 noor 109 , tambahan
lembaran negara republik indonesia nomor 4635);

Undang-inaang republik indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan
kekerasan da'am rumah tangga (lembaran negara republik indonesia tahun
2007 noruor 58, tambahan lembaran negara repubi8k indonesia nomor 4419);
Undang-' 1dang republik indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan
saksi dan korvar. (lembaran negara republik indonesia tahun 2006n nomor 64,
tar.bahan lembaran negara republik indonesia nomor 4635):

Undang-uncdang republik indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (lembaran n.egara republik
indonesia tahn 2007 nomor 58 tambalan lembaran negara republik indonesia
nomor<47.0);

Undang-undang 1omor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
perundar g-undangan (lerabaran negera republik indonesia tahun 2011 nomor
82, tambahan 'embaran negara indonesia nomor 5234):

. Undang-undang Momor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Repunlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran
negara Repuuiik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa
kali terakiiir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2015
Tentang Peribahan kedua atas Undang ~Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentarg Pemerintahan dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Repubiix Indonesia Nomor 5679

)i

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Iemang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ):

. Peraturan pemerintahaa nomer 635 tzhun 2005 tenang pedoman penyusunan

dan penerapan Standar pelayanan minimal:
Keputusan Presiden Republix Indonesi.. nomor 36 iahun 1990 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvens; Hak-Hak Anak; .

. Keputusan Presic'en Republik Indonesia nomor 87 tahun Eksploitasi Seksual

komersial anak (RAN PESKA):

Keputusan Preside. Republik Indonesia nomor 88 tahun 2002 tentang rencana
aksi Nasional Pcnghapu: an perdagangan (Traficking) rerempuan dan anak:
Peraturan '/Jenteri negara peniberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Republik Indonesia nomor 01 tahun 2070 entang standar pelayanan minimal
(SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan:
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18. Peraturan Mente.i negara pembcrdayaan perempuan dan pﬂrlindungan anak
nomor 20 tahun 2010 tentang panduan umum bina keluarga tenaga kerja

Indonesia:
19. Peraturan Menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Repuvlik Indonesia nomor 04 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan
kebijakan partisipas) anak Dalam pembangunan;
20. Peraturan dacrah kabupaten jencponto nomor 27 tahun 2007 tentang
pembentukan organsasi, Kedudukan,tugas dan fungs: izmbaga tekhnis daerah
kabupaten jencponto (Lembaran daereh Kabupaten jencponto nomor 27 tahun

2007);
21. Peraturan dacrah kabupaten jeneponto nomor 3 tahun 2006 tentang rencara

pembangunan Jaagka Panjang daerah (RPJPD) kabtupaten jeneponto tahun
2006 2026 (lL.embaran daerah Kahupaten jeneponto tahun 206 nomor 150);

22. Peraturan daerah kabupaten jeneponto 1omor 2 tahun 2014 tentang rencana
pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2014-2018

(Len baran dacrah kabupaten jeneponto Tahun 2014 nomor 224 ),
23. Peraturan daecrah kabupaten jeneponto nomor 4 tahun 2016 tentang
pembentakan dan susunan Perang':at daerah (Lembaran kabupaten jeneponto

tahun 2016 nomor 246);
24, Peraturan bupatl jeneponto nomor 41 tahun 2016 entang kedudukan susunan

organisasi,tugas Dan fungsi,serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak kabupaten Jenepoi.to (Berita daerth tahun 2016 nomor

41).
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Pengurus Forum Anak Kecamatan Rumbia Tahun 2020-2021 dengan
Sususan personalia sebagaimana tercantum dalam larapiran keputusan ini.;
KEDUA - Penguruas Forum sebagai mana cimaksud pada diktunr KESATU mempunyai
tugas sebagai bonkut:
a. Merumuskan dan nienyusun p.ogram/kegratan Forum Anak Kecamatan
Rumbia Taliun 2020-2021
e B . S N R i 1 i
b. Mansosialisasikun hak-hak anak kepada semua anak dan seiuruh
stakeholder torkait di Kecamatan Rumbia
¢. Melakukan pendampingan, pembinaan. dan pengembangan wadah/forum
anak di tingkat kecamatan.
d. Melakukanr pemantauan dan cvaluasi lerhadap kebjakan vang terkait
dengan prougramy/Kegiatan anak di kecamatan
e. Melakul .1 medias; penyaluran aspiras: dan Kepeniingan anak dengan
pemerintal Kecamatan Rumbia.,
KETIGA : Dalam m~laksanak: ; -
. il ?‘--:!JIBL int 5 & ST O o o > ‘ . :
ugasnya, Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada

4 P s T 1 . !
Diktum KEDU A me!aporkan hasil pelaksanaannya dan bertangoune jawab
: —a —_—— —

Kepada Camat Ru nbia,

Scanned by TapScanner



KEEMPAT : Hal-hal yang diatur dalam kepurtusan ini sepanjang mengenal teknis
Pelaks: naannya diatur lebih lanjur oleh Kepala Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan perlindungan # nak Kabupaten Jencponto.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian har’
Terdapat kekeliruan dalam k2putusan akan diadakan perbaikan sebagaimana
I estinya.

Ditctapkan di : Kecamatan Rumbia

Pada u.nggul: |2 /08 /2020

CAMA{ RUMBIA/'

ik
Abd.Radhb.S.PI

Pangkat : Pembina I'V/a
NIP 2 29721007 200212 2 001

TEMBUSAN :Disampaikan kepada Yth:

| .Bupati Kabupa en Jencponto
=.Dinas pembayaraan pcrempuan dan perlindungan Anak Kab.Jeneponto
3.Pertanggal
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RUMBIA

NOMOR  : gTAHI'N 2020
TANGGAL : (g / @ /2020

SUSUNAN PENGURUSN FORUM ANAK KECEMATAN RUMBIA
PERIODLE TAHUN 2020/2021

Pelindung ~Camat Rumbia
Penasehat - Sekretans Camat Rumbia
Penanggung Jawal* Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Nepala Dinas Pendidikn Kebudayaan
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Wakil Ketua SNk Avu Andmg
Sekretaris ST Nurjannah
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Koordinator Bidang  Self

Kluster | lHak Sipil dan Kebebasan
Koordinator - Nasiaawar,
Angeota © Nurdea
Nurlela A/)/
Aswar Pui
Aoultl [sim Famadhani
Nur Fitn

Kluster 2 Lingkungan Kelu. oa dan “engasuhan Alterna‘if

k.

soordinator SU Hawa 'ryno
Anggota SUunart,
irer

ROSITIa1
Indiani putri syam

MNMunira
M Rifal

Kluster 3 Xeseha'an Dar K& ejahteraan dasar

Koordinator Jen

ALggota . Anan.a Kartik. sari
lispradin
Kasmaw afl
Karmel,

Putrt Ayvy,
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Wahdanial “vorhasanah

Kluster 5 Perlindungan Khusu-
Noordinator  + Liska
ANYLEota Susi

Dirga havu

And Nurhiday ah

Huamas
Noordinator  © Sinta Bells

Anggoia - St \urhahisa
RiniPatnSugian

Rumbia. I 3." gustus 2020

Mengetah 1
CAMAT RUMBIA

Pangkat : Pembina IV/a
NIP 219721007 200212 2 001
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